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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam menyelesaikan 

skripsi ini merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987 adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapat dilihat pada halaman berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

  ب

Ba 
B Be 

 Ta T Te ت

 Tsa S ث
Es (dengan titik 

diatas) 

 Jim J Je ج

 Ha‟ H ح
Ha (dengan titik 

diatas) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Dzal Z ذ
Zet (dengan titik 

diatas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Shad S ص
Es (dengan titik 

dibawah) 

 Dad D ض
De (dengan titik 

dibawah) 

 Tha T ط
Te (dengan titik 

dibawah) 

 Zha Z ظ
Zet (dengan titik 

dibawah) 

 Ain „__ Apostrof terbalik„ ع

 Ghain G Ge غ
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 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah __‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
 

Hamzah (ء )yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‟). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal 

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dhammah U U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya Ai A dan I ىَيْ 

 Fathah dan Wau Au A dan U ىَ وْ 
 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan 

Huruf Nama 

Huruf dan 

Tanda Nama 

...َىىَ َ\...َى اَ  
Fathah dan 

Alif atau Ya 
a 

a dan garis 

diatas 

 ى ى
Kasrah dan 

Ya 
i 

i dan garis 

diatas 

 ى و
Dhammah 

dan Wau 
u 

u dan garis 

diatas 
 

4. Ta marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:raudah al-athfal : روضة الأطفال, al-madinah al-fadhilah :  المدينة

 . الحكمةdan al-hikmah ,الفاضلة

5. Syiddah  

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengansebuah tanda (  َّ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu.Akan 

tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu 

terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. 

Misalnya, kata الضرورة tidak ditulis ad-darûrah melainkan al-darûrah, 

demikian seterusnya. 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf (alif lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 
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maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: ُالشَّمْسal-syamsu (bukan asy-syamsu), dan  ُالفَلْسَفَةal-falsafah. 

7. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awaldari 

judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis 

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Contoh: Abu Hamid al-Ghazali bukan Abu Hamid Al-Ghazali, dan al-

Kindi bukan Al-Kindi. 

 

  



 x 

ABSTRAK 

 

 

Muhammad Hazim Assabah (2023) Analisis Putusan Hakim Verstek Pada 

Perkara Cerai Talak Terhadap Hak 

Istri Dan Anak Ditinjau Berdasarkan 

Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dan 

Perspektif Hukum Islam (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura Nomor:129/ Pdt. G/ 2023/ 

PA. Sak 

 

Perkawinan sebagai institusi abadi yang mengikat suami dan istri hingga 

mati, memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan. Walaupun menekankan pemeliharaan hubungan perkawinan, 

putusnya perkawinan diakui sebagai langkah terakhir dalam menghindari dampak 

negatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk 

menganalisis putusan hakim verstek dalam perkara cerai talak di Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura, dengan fokus pada hak-hak istri dan anak pasca 

perceraian. 

Sumber data melibatkan bahan hukum primer (putusan hakim), sekunder 

(literatur hukum), dan tersier (kamus hukum).Teknik pengumpulan data 

mencakup observasi, wawancara dengan hakim terkait, dan dokumentasi.Analisis 

data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan wawasan mendalam tentang 

pengambilan keputusan hakim dalam kasus perceraian.Hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas putusan hakim dalam 

perkara cerai talak yang melibatkan hak-hak istri dan anak. 

Pentingnya persidangan dalam mencapai keadilan ditekankan, di mana 

putusan verstek dapat menimbulkan dampak serius terhadap hak-hak istri sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam.Studi ini menggunakan contoh kasus cerai talak 

dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 29 

Maret 2023, menganalisis kesenjangan antara putusan hakim dan ketentuan 

hukum Islam. 

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya 

kehadiran pihak yang berperkara dalam persidangan perceraian.Diharapkan agar 

sistem peradilan dapat lebih memastikan perlindungan hak-hak istri dan anak 

sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam dan prinsip hak asasi manusia. Kesadaran 

kolektif dalam menerapkan asas kesetaraan gender dianggap sebagai langkah 

positif dalam mengatasi diskriminasi gender dalam praktik peradilan. Meskipun 

demikian, perlu terus mendorong upaya untuk mencapai keadilan yang sejati bagi 

perempuan dan mewujudkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang setara dan 

adil. 

Kata Kunci: Cerai Talak, hak istri dan anak, verstek
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai ajal 

yang memisahkan antara keduannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan 

adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini tentunya sesuai 

dengan ajaran islam. Oleh sebab itu undang-undang ini menganut perinsip untuk 

mempersukar terjadinya perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal 

hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan 

perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini 

islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha 

melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan 

keluar yang baik.
1
 

Cerai talak adalah hak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan 

istrinya. Suami dapat memberikan talak secara tegas atau melalui pengadilan 

agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Talak dapat diberikan baik secara 

lisan maupun tertulis, dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
2
 

Di Indonesia, hukum perceraian Islam diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Undang-Undang 

                                                             
1
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang Undang Perkawinan, (Jakarta: Pernada Media, 2006), cet. ke- 1,  h. 201. 
2
 Ibid. 



2 

 

 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan mengenai talak terdapat dalam Bab IV, 

Bagian Kedua, Pasal 66, sedangkan ketentuan mengenai khulu' terdapat dalam 

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
3
 

Penting untuk dicatat bahwa hukum perceraian dalam Islam memiliki 

berbagai ketentuan yang harus dipatuhi, termasuk prosedur-prosedur tertentu dan 

pertimbangan-pertimbangan yang harus dipenuhi sebelum perceraian dapat 

dilakukan. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa setiap negara memiliki sistem 

hukum yang berbeda, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian, sehingga 

ketentuan-ketentuan tersebut dapat bervariasi tergantung pada negara masing-

masing.
4
 

Pada proses perceraian baik suami maupun istri memiliki hak dan 

kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Mereka diharapkan hadir 

di persidangan dan memberikan keterangan serta bukti yang relevan untuk 

mendukung tuntutan mereka. Dengan hadirnya keduanya di persidangan, hakim 

dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kasus perceraian tersebut 

dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil.
5
 

Melalui proses persidangan, tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan. 

Hakim akan menelaah bukti dan argumentasi yang disampaikan oleh kedua belah 

pihak, serta mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dalam 

                                                             
3
Mahkamah Agung RI, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, 

(Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2006), cet. ke- 2, h. 60. 
4
 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2008.), cet. ke- 2, h. 15. 
5
 Ibid. 
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menyelesaikan perkara. Keputusan yang diambil oleh hakim harus didasarkan 

pada hukum yang berlaku dan prinsip keadilan.
6
 

Penting bagi suami dan istri untuk memahami dan mengikuti proses 

hukum yang berlaku dalam perceraian. Dengan mematuhi aturan hukum dan 

terlibat secara aktif dalam proses persidangan, mereka berkontribusi dalam 

memastikan bahwa perkara dapat diselesaikan dengan adil dan berdasarkan 

hukum yang berlaku.
7
 

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat 

berperan penting dalam persidangan adalah posisi Hakim sebagai pihak yang akan 

memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendambakan kedua belah 

pihak. Asas kewajiban Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, 

sangat sejalan dengan tuntutan dan ajaran moral Islam
8
. Posisi Hakim dalam 

persidangan sangatlah penting, Hakim diharuskan mendengarkan kedua belah 

pihak di muka sidang tanpa membeda-bedakan antara keduanya, agar putusan 

yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak. 

Pada PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f menyatakan bahwa 

perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. Alasan perceraian tersebut seringkali digunakan penggugat agar 

gugatannya dapat diterima oleh pengadilan. Sesuai dengan pasal 39 ayat 1 

undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian hanya 

                                                             
6
 Ibid., h. 18. 

7
 Ibid., h. 21. 

8
M. Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2005), cet. ke- 3,  h. 215. 
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dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak artinya kepercayaan 

akan sah menurut undang-undang jika salah satu diantara suami dan istri 

mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian 

tersebut sah menurut kaidah hukum yang berlaku.
9
 

Dalam hukum acara perdata terdapat asas audi alteram partem yang 

berarti kedua belah pihak harus didengar dan diperhatikan. Asas ini 

menggarisbawahi pentingnya hak setiap pihak untuk menyampaikan argumennya 

dan memberikan bukti di hadapan pengadilan.
10

Dalam proses persidangan, 

hadirnya kedua belah pihak secara bersama-sama di muka sidang merupakan 

prinsip penting. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk mendengarkan kedua 

versi dan argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak secara langsung, 

serta memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama 

untuk menyampaikan argumen dan pembelaan mereka.Apabila salah satu pihak 

tidak hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara biasanya tidak dapat 

dimulai. Kehadiran kedua belah pihak dianggap penting karena memberikan 

kesempatan bagi pengadilan untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung 

secara adil dan mendapatkan perspektif dari kedua belah pihak sebelum 

mengambil keputusan.
11

 

                                                             
9
Negara Repubik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor  9 

tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Lembaran  Negara  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3019. 
10

Dwi Handayani, “Kajian filosofis prinsip audi et alteram partem” dalam hukum acara 

perdata, Jurnal Hukum, volume 14, Nomor 2, juli 2020: h. 385-402. 
11

 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada), cet. ke- 1, h. 93. 
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Penting untuk diingat bahwa ada juga situasi di mana persidangan dapat 

dilanjutkan meskipun salah satu pihak tidak hadir. Misalnya, jika pihak yang tidak 

hadir telah diberikan pemberitahuan yang cukup tentang persidangan dan 

memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen atau jika mereka secara 

sukarela memilih untuk tidak hadir.
12

 

Asas audi alteram partem merupakan prinsip yang mendasar dalam sistem 

hukum yang menjamin adanya keadilan proses dan hak untuk berbicara bagi 

semua pihak yang terlibat dalam persidangan perdata.Dalam hukum acara perdata, 

terdapat peraturan yang memberikan jalan keluar dalam situasi tersebut. Salah 

satunya adalah ketentuan mengenai gugur, yang diatur dalam Pasal 24 HIR 

(Herziene Indonesisch Reglement) ketentuan ini menyatakan bahwa jika 

penggugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, gugurlah 

gugatannya.
13

 

Terdapat juga konsep verstek yang diatur dalam Pasal 125 HIR. Verstek 

terjadi ketika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, dan pengadilan 

dapat melanjutkan proses persidangan serta memberikan putusan berdasarkan 

argumen dan bukti yang telah disampaikan oleh pihak yang hadir. Verstek bukan 

berarti pihak yang tidak hadir kehilangan haknya, namun pengadilan akan 

memutuskan berdasarkan bukti dan argumen yang ada di muka persidangan.
14

 

Ketentuan mengenai gugur dan verstek dalam hukum acara perdata 

memberikan landasan hukum untuk mengatasi situasi ketika hanya salah satu 

                                                             
12

 Ibid. 
13

 Ibid., h. 104. 
14

 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. ke- 2, h. 

380. 
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pihak yang hadir dalam persidangan. Namun, penting untuk memastikan bahwa 

hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak tetap terlindungi dan prinsip keadilan 

tetap dijunjung tinggi dalam penyelesaian perkara.
15

 

Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses 

pemeriksaan perkara mesti di hari dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian 

tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan 

penyelesaian perkara atau adanya sikap masa bodoh terhadap gugatan penggugat. 

Namun dalam praktiknya, para pihak yang melaksanakan perceraian justru 

memanfaatkan putusan tersebut khususnya dalam kasus perceraian karena 

dianggap mudah cepat dan tidak membutuhkan biaya yang banyak.16 

Dampak dari putusan verstek adalah hilangnya hak-hak istri dalam 

menerima hak-haknya, seperti nafkah iddah dan mut'ah. Hal ini dapat 

menyebabkan mantan istri menghadapi beberapa masalah, antara lain: 

1) Mantan istri harus berusaha menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan 

finansial dari mantan suami. 

2) Apabila mantan istri memiliki anak, dia akan berusaha menghidupi 

anaknya sendiri tanpa bantuan materi dari mantan suami.
17

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 menjelaskan bahwa jika 

perkawinan berakhir karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang 

pantas, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istri selama masa iddah. Selain 

itu, Pasal 152 KHI menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah 

                                                             
15

 Ibid. 
16

 Ibid,. h. 381. 
17

Deded Bakti Anggara, (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), wawancara, 

Siak, 8 Jnuari 2024. 
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iddah dari bekas suami kecuali jika ia melakukan nusyuz (pelanggaran berat 

terhadap kewajiban sebagai istri).
18

 

Sebagaimana Allah SWT. Telah menjelaskan dalam firmannya AL-Qur‟an 

surah al-Ahzab ayat 49 : 

ا اذَِا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثَُُّ طلََّقْتُمُوْىُنَّ مِنْ قَ بْلِ انَْ تََسَُّوْىُنَّ فَمَا لَكُمْ الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْ يٰايَ ُّهَا 
وْنَ هَا عَلَيْهِنَّ  ةٍ تَ عْتَدُّ يْلً  مِنْ عِدَّ  فَمَت ِّعُوْىُنَّ وَسَرِّحُوْىُنَّ سَراَحًا جََِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu 

perhitungkan. Namun berilah mereka mut‟ah dan lepaskanlah mereka itu 

dengan cara yang sebaik-baiknya.19 

 

Di dalam penjelasan ayat ini dianjurkan suami yang ingin menceraikan 

istri-istrinya untuk memberikan mut'ah kepada mereka dan melepaskan mereka 

dengan cara yang baik dan penuh kebajikan. Hal ini menunjukkan pentingnya 

memberikan hak-hak yang sesuai kepada istri dalam proses perceraian. 

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

depan hukum merupakan salah satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf d ayat 1. Meskipun 

terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan penekanan terhadap 

kewajiban negara untuk memastikan kebebasan perempuan dari diskriminasi 

dalam sistem peradilan, namun kenyataannya, mencapai kesetaraan di hadapan 

                                                             
18

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama,( Jakarta: 

Yayasan al Hikmah, 2000), cet. ke-1. 
19

Departemen Agama Republik Indonesia,  al-Qur‟an dan Terjemahan,( Bekasi: Cipta 

Bagus Segera, 2013), cet. ke- 1, h. 424. 
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hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan bukanlah hal yang mudah. 

Perempuan sering menghadapi hambatan ganda dalam upaya mencapai 

pemenuhan hak-haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan 

stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.
20

 

Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi telah mengambil 

inisiatif untuk secara bertahap memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan 

gender dalam praktik peradilan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip yang penting untuk menjadi 

pertimbangan bagi Hakim dalam memutuskan perkara, salah satunya adalah asas 

kesetaraan gender.
21

 

Adanya asas kesetaraan gender sebagai pedoman dalam memutuskan 

perkara, diharapkan Hakim dapat memastikan bahwa perempuan mendapatkan 

perlakuan yang adil dan setara di dalam sistem peradilan. Pedoman ini merupakan 

langkah positif dalam upaya mencapai keadilan gender dan menghilangkan 

diskriminasi terhadap perempuan dalam proses peradilan.Namun, penting untuk 

terus melakukan upaya dan kesadaran kolektif dalam menerapkan asas kesetaraan 

gender, baik dalam praktik peradilan maupun dalam masyarakat secara lebih luas, 

                                                             
20

 Arief Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), cet. ke-1, h. 25 
21

Negara Repubik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang 

Pedoman Umum Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, Lembaran  Negara  

Tahun  1985  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  3316. 
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guna mencapai keadilan yang sejati bagi perempuan dan mewujudkan prinsip-

prinsip hak asasi manusia yang setara dan adil.
22

 

Pada tanggal 29 Maret 2023 Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 

mengeluarkan putusan verstek pada penetapan cerai talak. Di mana dalam putusan 

tersebut termohon (istri) tidak mendapatkan hak-haknya seperti yang terdapat 

dalam pasal 149 KHI.Karena pihak Termohon tidak hadir secara patut dan 

resmi.
23

 

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam perkara Nomor: 129/Pdt. 

G/2023/PA. Sak  pada tanggal  7 Maret  2023 Pemohon mengajukan surat 

permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Dalam kasus ini 

dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang 

menikah sah pada tanggal 10 Agustus 1997.Setelah menikah Pemohon dan 

Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba‟da dukhul) dan 

telah dikaruniai dua orang anak.Pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon 

berjalan secara harmonis, dan mereka hidup bersama di rumah kediaman bersama 

di Kampung Benayah, Kecamatan Pusako, Kab. Siak, namun sejak akhir bulan 

Agustus tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena 

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga 

Termohon meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua Termohon. 

Adapun yang menjadi duduk perkara adalah; 1) bahwa Termohon selingkuh 

dengan laki-laki lain; 2) bahwa Termohon sering menuntut lenih dalam hal 

keuangan; 3) bahwa Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon. 

                                                             
22

 Ibid. 
23

 Putusan Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA. Sak 
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Selanjutnya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudak tidak bisa rukun 

kembali maka Pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura. Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir 

sendiri di Persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di Persidangan tanpa 

alasan yang sah dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya setelah dipanggil 

secara resmi dan patut.
24

 

Adapun kesimpulan dari isi putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 

129/Pdt. G/2023/PA. Sak adalah: 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri bin Razak) untuk menjatuhkan 

talak satu raj‟I terhadap Termohon (Roibah binti Momat) di depan sidang 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura;
25

 

 

 Berdasarkan kasus di atas dapat kita pahami bahwa pihak Termohon tidak 

mendapatkan mut‟ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah seperti yang disebutkan 

dalam Pasal 149 huruf (b), Pasal 77 ayat (5), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dan al-Qur‟an surat al-Ahzab ayat 49. Kasus di atas 

merupakan salah satu perkara cerai talak yang di putus secara verstek, karena pada 

                                                             
24

Putusan Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA. Sak 
25

 Ibid. 
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faktanya ada banyak kasus serupa yang terjadi di Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura. Untuk itu peneliti mengambil salah satu sampel yakni Putusan Nomor: 

129/Pdt. G/2023/PA. Sak untuk diteliti di penelitian ini. Hal ini menarik untuk 

diteliti karena jika Termohon tidak hadir dan atau tidak diwakili oleh kuasa 

hukumnya  maka perkara tersebut akan diputus secara verstek. Dengan begitu istri 

tidak dapat menerima hak-hak mereka akibat cerai talak yang diajukan oleh 

Pemohon.
26

 

 Di sinilah kesenjangan yang terjadi pada kasus tersebut antara Pasal 149 

huruf (b), Pasal 77 ayat (5), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dan al-Qur‟an surat al-Ahzab ayat 49. Dengan demikian penulis tertarik untuk 

meninjau lebih dalam kasus yang terdapat dalam penetapan tersebut dengan judul 

“ANALISIS PUTUSAN HAKIM VERSTEK PADA PERKARA CERAI 

TALAK TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DITINJAU 

BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 

Nomor 124/Pdt. G/ 2023/ PA. Sak.) 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih dan sampai kepada maksud dan tujuan yang 

diinginkan, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agara lebih 

terarah. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu pada putusan majelis 

hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/Pdt. 

G/2023/PA.Sak.Tentang putusan Hakim Verstek pada perkara Cerai Talak. 

                                                             
26

 Ibid. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ?    

2. Apa saja implikasi putusan verstek pada perkara cerai talak terhadap hak istri 

dan anak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura? 

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap putusan hakim verstek pada 

perkara cerai talak terhadap hak istri dan anak di Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Mengevaluasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelesaian Perkara di 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura: Tujuan ini bertujuan untuk meneliti 

sejauh mana penerapan peraturan tersebut dalam penyelesaian perkara cerai 

talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Penelitian ini akan 

melibatkan analisis terhadap implementasi peraturan, kepatuhan pengadilan 

terhadap pedoman yang ditetapkan, serta dampaknya terhadap perlindungan 

hak-hak istri dan anak dalam proses peradilan. 

b. Mengidentifikasi implikasi putusan verstek pada perkara cerai talak 

terhadap hak istri dan anak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura: Tujuan 
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ini akan melibatkan analisis dampak dari putusan verstek dalam perkara 

cerai talak terhadap hak-hak istri dan anak di Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura. Penelitian ini akan mengeksplorasi konsekuensi hukum, sosial, 

dan psikologis dari putusan verstek, serta melihat bagaimana putusan 

tersebut mempengaruhi kehidupan istri dan anak setelah perceraian, 

termasuk aspek ekonomi, kesejahteraan, dan akses terhadap hak-hak yang 

dimiliki. 

c. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam 

mengenai perspektif hukum Islam terhadap putusan hakim verstek dalam 

kasus cerai talak, dengan fokus pada hak istri dan anak. Serta mengevaluasi 

sejauh mana implementasi hukum Islam dalam putusan tersebut apakah 

sudah mencerminkan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang terkait. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Sebagai bahan evaluasi bagi hakim dan pihak yang terlibat dalam perkara 

cerai talak terkait dengan putusan hakim verstek yang sudah diambil. 

b. Memberikan gambaran mengenai putusan hakim verstek pada perkara cerai 

talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terkait dengan hak-hak istri 

dan anak, sehingga dapat menjadi masukan bagi pengadilan lain dalam 

menentukan putusan pada perkara serupa. 
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c. Meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai 

hak-hak istri dan anak dalam perkara cerai talak serta putusan hakim verstek 

yang berkaitan dengan hak-hak tersebut. 

d. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan 

penelitian serupa pada pengadilan lain atau dengan pendekatan yang 

berbeda. 

  



 

15 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Verstek  

Verstek adalah suatu keadaan dalam proses peradilan di mana tergugat 

tidak hadir atau tidak memberikan pembelaan dalam persidangan, padahal telah 

dipanggil secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini, 

pengadilan dapat melanjutkan persidangan dan memutuskan perkara berdasarkan 

bukti dan dalil yang ada, tanpa mempertimbangkan pembelaan dari tergugat yang 

tidak hadir. 

Putusan verstek merupakan bagian  dari Hukum Acara Perdata di 

Indonesia. Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan 

penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan yang memberi wewenang 

kepada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Putusan verstek 

berkaitan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.
27

 

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan 

putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat-syarat: 

a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang 

telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban 

b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang 

sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban; 

c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut; 

                                                             
27

M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , op.cit, h. 381. 
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d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum. 

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, 

baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek 

dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat 

diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum. 

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir 

dan pula ia tidak menyuruh orang lainuntuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia 

telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir 

(verstek), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut 

melawan hak atau tidak beralasan.
28

 

1. Dasar Hukum verstek 

Dasar hukum verstek di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 124 HIR 

(Pasal 148 Rbg) dan Pasal 125 ayat (1) HIR (Pasal 149 Rbg). 

a. Pasal 124 HIR 

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan 

pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia 

telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia 

dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan 

gugatan sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut. 

Berdasarkan pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan 

putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:29 

                                                             
28

R. Soeroso, Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi, (Jakarta; Sinar 

Grafika, 2011), cet. Ke- 2, h. 56. 
29

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, op, cit, h. 382 
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2. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa 

alasan yang sah 

3. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus 

perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, 

yang memuat diktum : 

a) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut, 

b) Menghukum penggugat membayar biaya perkara, 

c) Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat 

mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan 

kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum. 

d) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan 

kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar 

biaya perkara. 

b. Pasal 125 ayat (1) HIR 

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan 

pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia 

telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusantak 

hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan 

tersebut melawan hak atau tidak beralasan.
30

 

Dalam setiap persidangan, hakim harus selalu memastikan bahwa 

semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan 

                                                             
30

K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), cet. ke-4, 

h. 30. 
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pembelaan dan membela hak-haknya. Hal ini dilakukan agar putusan yang 

diambil nanti dapat dianggap adil dan memenuhi prinsip-prinsip keadilan. 

 Apabila dalam sidang pertama penggungat hadir, tetapi 

tergugat/kuasanya tidak hadir maka asalkan tergugat sudah dipanggil 

secara resmi dan patut, gugatan dapat diputus verstek (putusan di luar 

hadir tergugat) yang biasanya jika gugatan memang beralasan dan tidak 

melawan hukum akan mengabulkan gugatan penggugat dan mengalahkan 

tergugat secara tidak hadir. Tetapi, dapat pula tergugat dipanggil sekali 

lagi dan bila tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah sementara penggugat 

yang hadir tidak bersedia mencabut gugatan dan tetap meminta 

diputuskan, maka diputus verstek. 

Putusan verstek dijatuhkan tanpa membuktikan dalil-dalil gugat 

karena dianggap tidak dibantah tergugat dengan ketidakhadirannya.Akan 

tetapi, dalam perkara perceraian untuk menghindari kebohongan dan 

sandiwara dalam perceraian, sebelum diputus verstek dalil-dalil gugat 

tetap harus dibuktikan penggugat, disamping juga melaksanakan asas 

Undang-Undang Perkawinan yang mempersulit terjadinya perceraian. 

B. Talak  

1. Pengertian 

a. Menurut Hukum Islam 

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata اطلق yang artinya 

lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. 

Talak dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan perceraian antara 
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suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan.
31

Sedangkan dalam Bahasa 

Arab bahwasannya perceraian merupakan terjemahan dari kata talak yang 

berasal dari kata طلق، يطلق، اطلق yang mempunyai arti melepaskan atau 

meninggalkan.
32

 

Adapun pengertian perceraian menurut syariah yaitu terlepasnya 

sebuah ikatan perkawinan atau terlepasnya ikatan pernikahan denganlafadz 

talak dan yang sejenisnya.
33

 Sedangkan menurut sayyid sabiq talak 

mempunyai arti melepaskan perkawinan atau bubarnya hubungan 

perkawinan.
34

 Wahbah az-Zuhaili mengatakan dalam Fiqhul Islam wa 

Adillatuhu, talak termasuk perkara yang dibenci Allah SWT. Sebagaimana 

sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Umar RA
35

 

 أبَْ غَضُ الحَْلَلِ إِلََ الِله الطَّلَقُ 
Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak." (HR 

Abu Dawud dan Ibnu Majah) 

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Dalam Kompilas Hukum Islam juga terdapat definisi tentang talak 

yakni dalam pasal 117 yang berbunyi talak adalah ikrar suami yang di 

ucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu 

                                                             
31

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-

4, h. 1126. 
32

Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Unit 

Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan,1997), cet. ke-2, h. 862. 
33

Wahbah Az-Zuaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (jakarta: Darul Fikri, 2011), cet. ke- 4,  

h. 318. 
34

 Sayyid sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: al-Ma‟arif, 1990), cet. ke- 9,  h. 9. 
35

 Wahbah Az-Zuaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, op. cit., h. 318. 
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sebab putusnya perkawinan.
36

 

2. Macam-Macam Talak 

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali di 

dalam hukum islam telah di atur pembagiannya, yaitu dibagi menjadi 2 

macam: 

1) Talak Raj‟i 

Talak raj‟i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk 

merujuk kembali istrinya yang di cerai, selagi sang istri masih dalam masa 

Iddah. Setelah lafal itu telah di jatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri 

benar-benar sudah di gauli.
37

 Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT 

dalam Q.s At-Talaq Ayat 1 

ةَ وَات َّقُوا اللّٰوَ ربََّكُمْ لََ ايَ ُّهَا النَّبُِّ اذَِا طلََّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطلَِّقُوْىُنَّ لِعِدَّ يٰ  تِِِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّ
وَمَنْ دُوْدُ اللّٰوِ وَتلِْكَ حُ  تِيَْْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَ ي ِّنَةٍ أْ انَْ يَّ  تِِِنَّ وَلََ يََْرُجْنَ اِلََّ بُ يُ وْ  تُُْرجُِوْىُنَّ مِنْ 

 لََ تَدْريِْ لعََلَّ اللّٰوَ يُُْدِثُ بَ عْدَ ذٰلِكَ امَْرً   ي َّتَ عَدَّ حُدُوْدَ اللّٰوِ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَو
Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka 

hendaklah kamu ceraikan hitunglah waktu idah itu, serta 

bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan 

mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali 

jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah 

hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum 

Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah 

mengadakan suatu ketentuan yang baru.
38

 

 

Akibat talak raj‟i adalah talak raj‟i tidak melarang mantan suami 

untuk berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya 
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Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), cet. ke- 

5,  h. 14. 
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Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan, op. cit., h.218. 
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Departemen Agama Repubik Indonesia, al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: 

Diponegoro, 2010), cet. ke-5,  h. 558. 



21 

 

 

tidakhilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak 

mempengaruhi hubungannya yang halal kecuali persetubuhan. 

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak Raj‟i tidak 

mengakibatkan hukum-hukum yang lain, selama dalam masa iddahistrinya. 

Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddahnya dan 

jika tidak ada rujuk. Artinya perempuan itu telah tertalak bain, jika ia 

menggauli istrinya berarti ia telah rujuk kembali.
39

 

2) TalakBain 

Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan 

antara suami dan istri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: 

a) Talak Bain Sughra 

Talak Bain Sughra adalah talak yang menghilangkan hak-hak 

rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan nikah baru 

kepada bekas istrinya itu.
40

 Dalam sumber lain mengatakan 

bahwasannya talak bain sughra adalah talak satu atau dua. Keduanya 

bisa hidup bersama lagi dalam ikatan dengan akad yang baru dan juga 

mahar yang baru.
41

 

b) Talak Bain Kubro 

Talak bain kubra adalah talak yang menghilangkan hak rujuk 

kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami dan istri itu ingin 

melakukannya, baik di waktu iddah atau sesudahnya. Talak bain kubra 
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Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat,( Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. ke-1, h. 

266. 
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Tihami dan Sohami Sahrani, Fikih Munakahah Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke- 2, h. 245. 
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di jatuhkan oleh suami kepada istri sebanyak tiga kali dan di lakukan 

secara berturut turut atau sekaligus. Dalam hal ini maka suami tidak 

bisa kembali lagi sebelum mantan istrinya tadi di nikahioleh orang lain 

dan perkawinannya bukan bermakhsud untuk menghalalkan kembali si 

istri untuk di nikahi oleh mantan suaminya.
42

 

Dalam hal terjadi perselisihan antara suami dan istri dalam perkara 

cerai talak, Pengadilan Agama harus mengupayakan perdamaian antara 

keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jika upaya perdamaian 

tidak berhasil, Pengadilan Agama akan mengadakan persidangan dan 

memutuskan perkara tersebut.
43

 

Dalam proses perceraian, istri dan anak memiliki hak-hak yang 

dilindungi oleh hukum. Beberapa hak istri dan anak yang dilindungi oleh 

hukum antara lain hak atas nafkah, hak atas tempat tinggal, hak asuh anak, 

dan hak-hak lainnya yang diatur dalam undang-undang.  

 

C. Hak IstriPasca Cerai Talak Menurut Perspektif Hukum Islam 

Terjadinya suatu perceraian akan membawa akibat yang tidak 

menyenangkan bahkan cenderung menyebabkan kerugian terhadap semua 

pihak. Akibat hukum apabila suami mentalak istrinya adalah adanya 

kewajiban dari suami untuk menyerahkan hak hak yang harus didapatkan oleh 
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istri. Diantara hak hak istri yang diatur oleh islam adalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Hak Nafkah Iddah 

a. Pengertian Nafkah Iddah 

Nafkah iddah berasal dari dua kata, yang petama yaitu (نفقات) yang 

secara etimologi berati seseorang mengeluarkan atau memberikan 

sesuatu untuk keluarganya yang bertujuan untuk memenuhi kenutuhan 

hidup dan lain sebagainya.Menurut Sayyid Sabiq nafkah adalah sejumlah 

harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isterinya yang 

ditalak, digunakan untuk kebutuhan mantan isteri selama masa iddahnya, 

sehingga dia tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sebelum masa 

iddahnya berakhir.Ini berdasarkan etimologi kata "nafkah" yang berarti 

memberikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri, termasuk 

makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan biaya 

pengobatan.
44

Yang kedua berasal dari kata (عدة) yang secara etimologi 

berarti hitungan.Mazhab Hnafi berpendapat bahwa (عدة) merupakan masa 

yang ditentukan oleh syari‟at karena berakhirnya masa perkawinan bagi 

seorang perempuan.
45

  Sebagaimana kita ketahui bersama „iddah hanya 

berlaku bagi perempuan dan tidak berlaku bagi laki-laki, menjalankan 

ketentuan-ketentuan dalan masa „iddah bagi perempuan merupakan 

ibadah yang diperintahkan oleh syariat islam. Pemahaman bahwa „iddah 
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hanya berlaku bagi perempuan tersebut juga didukung oleh bunyi redaksi 

ayat-ayat Al-Qur‟an tentang „iddah seperti surat Al-Baqarah ayat 228 

يَ تَ ربََّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَثةََ قُ رُوءٍ  وَلََ يَُِلُّ لَهنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّوُ فِ  وَالْمُطلََّقَاتُ 
لِكَ إِنْ أَ  راَدُوا أرَْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ باِللَّوِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ  وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ برَِدِّىِنَّ فِ ذَٰ

وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  وَاللَّوُ عَزيِزٌ  لَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلَهنَُّ مِثْلُ الَّذِي عَ إِصْلَحًا  
 حَكِيمٌ 

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 

ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”
46

 

 

b. Ketentuan Hukum Nafkah Iddah Perspektif Fikih 

Sebelum masuk kepada pembahasan hukum memberikan nafkah 

iddah kepada isteri, harus mengetahui dulu macam-macam masa iddah, 

Adapun macam macam masa iddah sebagai berikut: 

1) Iddah untuk istri yang ditinggal mati suami 

Apabila seorang isteri yang ditinggal oleh suaminya, maka masa 

iddahnya selama 4 bulan 10 hari/ 130 hari, sebagaimana disebutkan 

dalam Qs al-Baqarah ayat 234:  

جًا يَ ت َربََّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ  فإَِذَا بَ لَغْنَ  أَشْهُرٍ وَعَشْراً أرَْبَ عَةَ  وَٱلَّذِينَ يُ ت َوَف َّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَٰ
 وَٱللَّوُ بِاَ تَ عْمَلُونَ خَبِيٌ  أنَفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ  أَجَلَهُنَّ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ فِ 
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Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 

denganmeninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) 

menangguhkan dirinya (ber´iddah) empat bulan sepuluh 

hari. Kemudian apabila telah habis ´iddahnya, maka tiada 

dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 

terhadap diri mereka menurut yang patut.Allah mengetahui 

apa yang kamu perbuat.”
47

 

 
1) Iddah untuk istri yang dalam keadaan hamil 

Apabila seorang isteri ditalak dalam keadaan hamil maka 

masa iddahnya sampai ia melahirkan, sebagaimna disebutkan dalam 

Qs at-Talaq ayat 4: 

 وَأوُلَتُ الْأَحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ 
Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah 

mereka ialahsampaimereka melahirkan kandungannya.”
48

 

2) Iddah istri yang ditalak dalam keadaan haid 

  Apabila istri dicerai sedang ia dalam keadaan haid maka 

masa iddahnya adalah tiga kali suci, sebagaimana disebutkan dalam 

Qs. Al-Baqarah ayat 228: 

وَالْمُطلََّقَاتُ يَ ت َربََّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَثةََ قُ رُوءٍ وَلََ يَُِلُّ لَهنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ 
 اللَّوُ فِ أرَْحَامِهِنَّ 

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya.”
49
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3) Iddah untuk istri yang dalam keadaan monopose dan tidak pernah 

haid 

  Apabila istri ditalak dalam keadaan monopose maka masa 

iddahnya adalah 90 hari/ 3 bulan, sebagaimana disebutkan dalam Qs. 

At-Talaq ayat 4: 

تُ هُ سْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَا  ىِ يئَِ وَٱلَّٰ  ثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰ ئِكُمْ إِنِ ٱرْتَ بْتُمْ فعَِدَّ    ىِ لََْ يَُِضْنَ نَّ ثَ لَٰ
Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika 
kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa 

iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) 

perempuan-perempuan yang tidak haid.”50 

 

Mengenai isteri yang ditalak raj‟i, para ahli fikih sepakat bahwa 

isteri berhak menerima nafkah dan tempat tinggal.Suami wajib 

memberikan tempat tinggal untuk isterinya yang ditalak, dan tempat 

tinggal yang diberikan serupa dengan tempat tinggal pada saat suami dan 

isteri masih hidup bersama, dan itupun menyesuaikan dengan kemampuan 

suami.Wahbah al- Zuhailî dalam kitabnya juga mengatakan bahwa di 

antara bentuk nafkah yang diberikan adalah makanan, pakaian dan tempat 

tinggal.Kewajiban memberikan itu karena perempuan yang sedang 

menjalani masa iddah tersebut masih dianggap sebagai isteri.
51

 Hal ini 

sesuai dengan firman Allah dalam Qs. At-Talaq ayat 6: 

 تُم مِّن وُجْدكُِمْ وَلََ تُضَارُّوىُنَّ لتُِضَي ِّقُوا عَليَْهِنَّ  وَإِن كُنَّ أوُلَٰتِ حَْْلٍ فأَنَفِقُواأَسْكِنُوىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن
اَتُوىُنَّ أجُُورَىُنَّ  وَأْتََِرُوافإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُ  حَتََّّٰ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ  عَلَيْهِنَّ  نَكُم بِعَْرُوفٍ  مْ فَ   وَإِن تَ عَاسَرْتُُْ  بَ ي ْ

 أُخْرَى ۥٓفَسَتُ رْضِعُ لَوُ 
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 

 

Mengenai isteri yang di talak ba‟in dan sudah disetubuhi, ada 2 

(dua) kemungkinan, kemungkinan yang pertama adalah tidak hamil. 

Dalam hal ini ulama terbagi kepada 3 (tiga) argumen:
52

 

1) Argumen pertama meenurut Mazhab Hanafi, bahwa ia masih berhak 

atas nafkah tersebut layaknya seperti isteri yang belum dicerai. Dengan 

ketentuan dia tidak meninggalkan kediaman yang disediakan oleh 

suaminya. 

2) Argumen kedua menurut maliki, bahwa ia hanya berhak atas nafkah 

berupa tempat tinggal saja. 

3) Argumen ketiga menurut Syafi‟i, Hambali dan Imamiyah, mengatakan 

bahwa ia tidak berhak atas nafkah jika ia tidak dalam keadaan hamil.
53

 

Kemungkinan yang kedua adalah isteri yang ditalak ba‟in dalam 

keadaan hamil, dalam hal ini terdapat 3 (tiga) argumen pula:
54

 

1) Argumen pertama oleh Mazhab Hanafi mengatakan isteri tersebut 

berhakmendapatkan nafkah iddah dengan syarat dia tidak 

meninggalkan rumah.  
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2) Argumen kedua oleh Mazhab Maliki berpendapat isteri berhak atas 

nafkah dan segala bentuknya, dan adapun jika dia keluarrumah, 

isteri tetap mendapatkan haknya tersebut karena diperuntukkan 

untuk anak yang sedang dikandung.  

3) Argumen ketiga Mazhab Syafi‟i dan Mazhab Hambali mengatakan 

isteri yang ditalak berhak atas nafkah, dengan ketentuan dia tidak 

meninggalkan rumah tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. 

2. Hak Mut’ah 

a. Pengertian Mut‟ah 

Mut‟ah (المتعه) diambil dari kata al-mata‟ (المتاع), yang berarti 

sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang senang.Menurut jumhur 

fuqaha mut‟ah adalah pemberian suami kepada istri yang tujuannya 

untuk menyenangkan hati istri.
55

 

Sementara itu dalam kamus besar bahasa indonesia mutah berarti 

sesuatu berupa uang atau barang yang diberikan oleh suami kepada istri 

yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas 

istrinya.
56

 

 

b. Ketentuan Hukum Mutah Perspektif Fikih 

Perintah keharusan memberikan mut‟ah kepada isteri yang ditalak 

dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah ayat 241: 
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عٌ بٱِلْمَعْرُوفِ و  تِ مَتَٰ ََ  للِْمُطلََّقَٰ حَقِّا عَلَى ٱلْمُتَّقِيَْ  
Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan 

oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu 

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”
57

 

 

Mengenai besaran mut‟ah yang harus dibayarkan, Allah berfirman 

dalam Qs. Al-Baqarah ayat 236: 

 ۥوَمَت ِّعُوىُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرهُُ  تََسَُّوىُنَّ أَوْ تَ فْرِضُوا لَهنَُّ فَريِضَةً  ءَ مَا لََْ يْكُمْ إِن طلََّقْتُمُ ٱلنِّسَالََّ جُنَاحَ عَلَ 
عًا بٱِلْمَعْرُوفِ  ۥى ٱلْمُقْتِِ قَدَرهُُ وَعَلَ  حَقِّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِيَْ  مَتَٰ  

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan 

hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada 

mereka.Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang 

yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 

menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan 

bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”
58

 

 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa besaran mut‟ah yang suami 

berikan kepada isteri yang ia talak adalah sesuai kemampuan ekonomi 

suami, akan tetapi apa yang diberikan itu haruslah sepatutnya. 

Mengenai besaran mut‟ah ada beberapa pendapat ulama, adapun 

pendapatnya sebagai berikut:  

1) Menurut Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa tidak ada batas 

minimal dan batas maksimal jumlah bilangan mut‟ah yang harus 

suami berikan. Pendapat Imam Malik bin Anas ini berpatokan pada 

ayat alquran.  
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2) Menurut Ibnu Umar dan menurut qaul qadim Imam Syafi‟i batas 

maksimal mut‟ah adalah 30 dirham atau senilai dengannya senilai 

dengannya. 

3) Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwal Asy-syakhsiyyah 

mengatakan bahwa besaran mut‟ah yang diberikan setara dengan 

nafkah selama satu tahun sesudah berakhirnya masa iddah.
59

 

3. Hak Nafkah Madhiyah 

a. Ketentuan Hukum Nafkah Madhiyah Perspektif Islam 

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Fiqh As-Syafi'i Al 

Muyassar,ia menyatakan bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah 

harian dan semua keperluan yang terkait dengan nafkah kepada isteri 

sebagai hasil dari penyerahan diri isteri kepada suami melalui akad 

pernikahan. Kewajiban suami memberikan nafkah dimulai saat isteri 

menyerahkan dirinya secara totalitas (tamkin), bukan pada saat akad 

pernikahan selesai.Tamkin (penyerahan diri isteri kepada suami) adalah 

syarat, bukan alasan utama kewajiban suami memberi nafkah.Jika isteri 

tidak menyerahkan dirinya kepada suami, kewajiban memberi nafkah tidak 

berlaku.Kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri tetap berlaku 

selama isteri tidak melakukan nusyuz.Namun, jika isteri melakukan nusyuz, 

suami tidak diwajibkan memberi nafkah.
60
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Apabila seorang isteri telah memenuhi tugasnya sebagai seorang 

istri, tetapi suami tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah, hal tersebut 

dianggap sebagai utang nafkah (madhiyah). Mengenai hukum membayar 

utang nafkah, para ulama memiliki pandangan yang berbeda pendapat: 

1) Madzhab Hanafi 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa setelah batas waktu nafkah 

berakhir, tidak ada kewajiban nafkah bagi istri.Jika suami tidak 

memberikan nafkah, misalnya karena berada jauh dari istri atau enggan 

memberi nafkah, suami tidak diwajibkan membayar nafkah yang belum 

diberikan sebelumnya.Nafkah tersebut tidak berlaku lagi kecuali jika 

waktu yang berlalu tidak lama, misalnya kurang dari sebulan.Dalam hal 

ini, suami tetap harus memberi nafkah kepada istri.Namun, jika suami 

telah melunasi nafkah yang berlalu, nafkah yang baru menjadi hutang, 

dan hanya gugur jika salah satu pihak meninggal, cerai, atau dalam 

situasi lainnya yang menyebabkan istri berhak mendapatkan nafkah 

setelah nafkah yang lama dilunasi.Istri berhak menggunakan nafkah 

tersebut untuk keperluan yang tidak membahayakan dirinya. 

2) Mazhab Maliki 

Menurut Mazhab Maliki, jika suami tidak memberikan nafkah 

kepada isteri, istri berhak menuntut nafkah yang seharusnya diberikan 

oleh suami. Jika istri meminta nafkah kepada suami, tetapi suami 

menunda-nunda pemberian nafkah, suami akan melakukan dosa. 

 



32 

 

 

3) Mazhab Syafii 

  Menurut Mazhab Syafi'i, suami harus memberi nafkah kepada 

isterinya sejalan dengan kemampuan ekonominya. Jika suami mampu 

memberi nafkah namun lalai melakukannya, istri berhak menuntutnya. 

4) Mazhab Hanbali 

   Menurut Mazhab Hambali, jika seorang istri telah menyerahkan 

dirinya kepada suami dan semua syarat sebelumnya telah terpenuhi, 

suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Jika suami 

tidak memenuhi kewajibannya ini, nafkah yang seharusnya diberikan 

akan menjadi hutang suami.
61

 

 

D. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Fikih 

Nafkah anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang ayah 

kepada anaknya, mencakup pemeliharaan, pengasuhan, termasuk penyediaan 

sandang, pangan, tempat tinggal, dan pendidikan sesuai dengan kemampuan 

ayah tersebut.
62

 

Menurut Wahbah al-Zuhailî diwajibkannya seseorang memberikan 

nafkah kepada orang lain disebabkan karena tiga hal, yaitu; sebab pernikahan, 

hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan. Dalam hal kaitannya dengan 

nafkah anak adalah nafkah wajib diberikan sebab hubungan kekerabatan yaitu 

hubungan nasab.Adanya hubungan nasab merupakan hak yang lebih kuat dari 

hak waris.Karena halangankewarisan tidak menghalangi hak nafkah. Adanya 
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halangan kewarisan itu dianggap tidak ada sama sekali terhadap nafkah 

anak.
63

 

Mengenai kewajiban ayah menafkahi anak, tidak ada ayat al-Quran 

yang secara langsung menjelaskan.Tapi ada beberapa dalil yang secara tidak 

langsung memberikan penjelasan tentangnya. Dalam ayat al-Quran 

disebutkan dengan kata nafaqa, hal tersebut disebutkan dalam Firman Allah 

Qs. At-talaq ayat 6: 

 عَلَيْهِنَّ  نَّ لتُِضَي ِّقُوا عَلَيْهِنَّ  وَإِن كُنَّ أوُلَٰتِ حَْْلٍ فأَنَفِقُوارُّوىُ دكُِمْ وَلََ تُضَاتُم مِّن وُجْ أَسْكِنُوىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن

اَتُوىُنَّ أجُُورَىُنَّ  وَأتََِرُوافإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُ  حَتََّّٰ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ  نَكُم بِعَْرُو  مْ فَ    ۥٓضِعُ لوَُ وَإِن تَ عَاسَرْتُُْ فَسَتُ رْ  فٍ بَ ي ْ

 أُخْرَىٰ 

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri 

yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 

mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 

menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada 

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
64

 

 

Mengenai kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya, para 

ulama sepakat bahwa nafkah anak yang tidak memiliki harta sendiri menjadi 

tanggung jawab ayahnya. Menurut mayoritas ulama jika ayah masih mampu 

bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri berkewajiban menanggung 

nafkah anak- anaknya, tanpa dibantu oleh orang lain.
65
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E. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

lingkungan peradilan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi yang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara perdata tertentu seperti perceraian bagi orang yang 

beragama islam sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang 

No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
66

 

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum 

yang sama tanpa diskriminasi. Kalimat tersebut merupakan prinsip dasar dalam 

hukum dan hak asasi manusia titik perlindungan dan kepastian hukum yang adil 

dalam perlakuan yang sama di depan hukum juga menjadi salah satu hal yang 

dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana diatur 

dalam pasal 28 huruf D ayat (1).
67

 

Walaupun telah terdapat jaminan hukum yang melindungi perempuan dan 

penekanan terhadap kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan bebas 

dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, pada kenyataannya mendapatkan 

kesetaraan dihadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi perempuan 

bukanlah suatu hal yang mudah perempuan seringkali menghadapi rintangan 

berganda dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi 
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dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender.
68

 

Melihat berbagai kondisi tersebut, mahkamah Agung sebagai lembaga 

pengadilan tertinggi berinisiatif untuk mengambil langkah guna secara bertahap 

memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan gender dalam praktik peradilan 

dengan mengeluarkan peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 

tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan 

hukum dengan memuat salah satu asas yang tentu sangat penting untuk dapat 

dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yaitu asas kesetaraan 

gender.
69

 

1. Asas dan Tujuan Peratutan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 

Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum 

berdasarkan asas:  

1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 

Sebagai bagian dari masyarakat internasional dengan sendirinya 

bangsa Indonesia menghormati menghargai dan menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Universal Declaration of 

Human Right yang dikeluarkan PBB tahun 1948.Pembukaan dan batang 

tubuh UUD 1945 pada hakikatnya merupakan dasar dan arah bagaimana 

HAM dibina dan dikembangkan di Indonesia.
70
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2) Non Diskriminasi 

Asas non diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka 

implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban negara 

terhadap semua jenis HAM. Ketentuan konstitusional tentang HAM untuk 

bebas dari diskriminasi adalah sebagai berikut pasal 28 d ayat 2 UUD 

Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

berlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 281 ayat 2 UUD negara 

Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas 

atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 

mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.
71

 

3) Kesetaraan Gender 

Gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh 

masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan 

perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran sosial tersebut 

dapat dilakukan oleh keduanya baik laki-laki maupun perempuan. 

Kesetaraan gender berarti suatu keadaan di mana perempuan dan 

laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama 

untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam 

semua bidang kehidupan.
72
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4) Persamaan di depan hukum 

Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan dihadapan hukum 

hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum titik 

dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama dihadapan 

hukum hal ini secara jelas tertuang dalam undang-undang dasar negara 

Republik Indonesia tahun 1945 di mana termaktub dalam ketentuan pasal 

27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
73

 

Dalam konteks studi kasus di Pengadilan Agama Siak Sri 

Indrapura, peraturan ini menjadi penting untuk dipahami karena 

penggunaan verstek dalam penyelesaian perkara cerai talak dapat 

mempengaruhi hak-hak istri dan anak yang terlibat dalam perkara tersebut. 

Dalam hal ini, peraturan tersebut dapat menjadi acuan bagi hakim dalam 

memutuskan perkara cerai talak yang menggunakan verstek. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian oleh Andriyani (2021) yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan 

Agama dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Perceraian 

Talak". Penelitian ini membahas putusan pengadilan agama dalam perkara 

perceraian talak yang memeriksa perlindungan hak anak. Yang membedakan 

dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hak 

perempuan pasca perceraian, didalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

membahas hak hak yang seharusnya didapatkan oleh istri pasca cerai talak, 

sementara dipenelitian ini hanya fokus pada hak anak saja.
74
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2. Penelitian oleh Ardiyanto dan Rahmatika (2021) yang berjudul "Analisis 

Putusan Verstek dalam Perspektif Hukum Acara Perdata". Penelitian ini 

membahas putusan verstek dalam perspektif hukum acara perdata, termasuk 

dalam perkara cerai talak. Yang membedakan dari penelitian ini dan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini hanya memandang putusan 

verstek dalam perspektif hukum perdata saja, sementara penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti juga membahas dari perspektif hukum islam.
75

 

3. Penelitian oleh Nurfajri (2020) yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap 

Hak Anak dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara 

Perceraian Talak". Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak 

anak dalam putusan pengadilan agama dalam perkara perceraian talak. Yang 

membedakan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneiti adalah 

fokus hak yang didapatkan hanya sebatas hak anak saja, sementara dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga membahas hak istri pasca cerai 

talak.
76

 

4. Penelitian oleh Fajri Ilhami (2023) yang berjudul “Pemenuhan Hak Perempuan 

dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek; Perkara Permohonan Cerai 

Talak di Pengadilan Agama Tiga Karsa Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini 

membahas mengenai hak hak seharusnya didapatkan oleh istri pada perkara 

perceraian menurut perspektif hukum islam. Yang membedakan penelitian ini 

dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini hanya 
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berfokus pada hak istri menurut perspektif hukum islam saja, sementara 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada hak istri menurut 

perspektif hukum perdata dan hukum Islam juga.
77

 

5. Penelitian Oleh Aprilia Septiyaningsih (2023) yang berjudul “Pemenuhan Hak 

Hak Istri Akibat Cerai Talak Pada Putusan Verstek Ditinjau dari Teori 

Keadilan” Penelitian ini membahas hak hak istri yang seharusnya didapatkan 

akibat perceraian menurut teori keadilan. Yang membedakan penelitian ini dan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian, di dalam 

penelitian ini hanya menurut teori keadilan saja, sementara di dalam penelitian 

yang di tulis oleh peneliti menggunakan hukum perdata dan hukum Islam.
78

 

Sementara itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sendiri mengatur tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim dalam Menyelenggarakan Persidangan 

Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara, sehingga secara umum dapat 

dijadikan acuan dalam melakukan analisis putusan hakim versteck pada 

perkara cerai talak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Menentukan jenis penelitian sebelum melakukan penelitian lapangan 

adalah suatu hal yang sangat penting karena jenis penelitian adalah sebuah 

payung yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan riset. Oleh 

karena itu penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena 

akan berimplikasi kepada keseluruhan perjalanan penelitian. 

Jenis penelitian yang sesuai untuk judul tersebut adalah penelitian 

hukum normatif.Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan-peraturan hukum atau kasus-

kasus hukum yang ada, sehingga dapat memberikan pandangan atau 

rekomendasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan.
79

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap putusan 

hakim verstek pada perkara cerai talak Nomor Perkara: 129/Pdt. G/2023/PA. 

Sak yang ditinjau berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Peneliti akan 

mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

putusan hakim verstek dan peraturan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. 

Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap putusan hakim verstek 

tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, untuk mengetahui 

bagaimana hak-hak istri dan anak dipertimbangkan dalam putusan tersebut. 
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Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik 

tentang bagaimana hakim mengambil keputusan dalam kasus cerai talak yang 

diperiksa dengan cara verstek, serta memberikan rekomendasi yang dapat 

meningkatkan kualitas putusan hakim dalam perkara cerai talak yang 

melibatkan hak-hak istri dan anak. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, 

Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan 

bahwa Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki cukup banyak perkara 

cerai talak dan memiliki hakim yang berkompeten dalam menangani perkara 

ini. Selain itu, lokasi penelitian juga berada di wilayah Riau, yang merupakan 

salah satu daerah dengan angka perceraian yang cukup tinggi. 

 
 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting 

kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian dapat berupa benda, 

hal atau orang. Dengan demkian subjek penelitian pada umumnya adalah 

manusia ataupun apa saja yang menjadi urusan manusia.
80

 

Oleh karena itu yang menjadi subjek penelitian yang akan penulis 

teliti adalah hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istri dan anak pasca 
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perceraian ditinjau berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Perspektif 

Hukum Islam. 

2. Objek Penelitian  

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu putusan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara Cerai Talak (Nomor 

Perkara: 129/Pdt.G/2023/PA. Sak.) 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian hukum adalah subjek dimana data tersebut 

diperoleh, sumber hukum pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi bebrapa 

sumber yang berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier.
81

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, 

sebagai berikut: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang 

mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai 

kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, 

konvensi, dokumen hukum, putusan hakim). Dalam penelitian ini bahan 

hukum primer yang digunakan adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara Cerai Talak (Nomor: 129/Pdt. 

G/2023/PA. Sak) 
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang member penjelasan 

terhadap bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, jurnal hukum, 

laporan hukum, dan media cetak dan elektronik. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, 

seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia 

hukum. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan.
82

 Penulis secara 

langsung mengakses putusan Hakim Verstek pada perkara cerai talak di 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada situs web resmi Mahkamah 

Agung https://putusan3.mahkamahagung.go.id/dan mengakses Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 

https://sipp.pa-siak.go.id/. Kemudian memastikan data tersebut ke 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. 
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2. Wawancara  

Wawancara, yaitu sebagai bentuk konfirmasi atau data pendukung.
83

 

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi atau 

komunikasi langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang 

sebelumnya.
84

 Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai para 

hakim yang memeriksa  dan memberikan putusan terhadap perkara cerai 

talak yang diajukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 

129/Pdt.G/2023/PA. Sak., dengan susunan Majelis Hakim: Muhammad 

Hidayatullah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc. dan 

Susi Endayani, S.Sy. sebagai Hakim Anggota. 

3. Dokumentasi 

Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari 

pengumpulan data dalam penelitian ini. Adanya dokumentasi diharapkan 

kelengkapan dan keperluan penelitian akan terpenuhi. Sekaligus sebagai 

penunjang dalam detailnya data yang didapatkan. Dokumentasi, yaitu 

catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, 

dan karya-karya monumental.Metode pengumpulan data dengan dokumen 

adalah pelengkap dari penggunaan metode-metode lainnya dalam 

penelitian kualitatif. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data sebagai bagian isi penelitian disamping penyajian data, 

mendasarkan pada analisnya dari data yang disajikan. Data yang telah 

disajikan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
85

 

Analisa data adalah teknik penyederhanaan dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterprestasikan. Sedangkan menurut Lexy J. Meloeng 

analisis data adalah proses mengorganisasikan data kedalam pola, kategori dan 

uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.
86

 

Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan berangkat dari 

teori-teori atau konspe yang bersifat umum. Analisa melalui penalaran 

Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.
87

Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan 

content analysis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi hak-hak istri dan 

anak yang diatur dalam putusan hakim verstek pada perkara cerai talak 

Nomor: 129/Pdt. G/2023/PA.Sak)dan kemudian dianalisis sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017. 
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G. Teknik Penulisan 

Penelitian ini menggunakan teknik penulisan adalah sebagai berikut: 

a. Deskriptif, penulis mendiskripsikan secara jelas putusan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (Nomor: 129/ Pdt. G/ 

2023/ PA. Sak.) 

b. Yuridis Normatif, yaitu menelaah makna yang terdapat dalam sebuah 

peraturan perundang- undangan. Dalam hal ini penulis menelaah 

putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (Nomor: 

129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak.) 

c. Induktif, setelah mendiskripsikan dan menelaah putusan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (Nomor: 129/ Pdt. G/ 

2023/ PA. Sak.), selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

 
 

H. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan 

batasan penelitian. Bagian ini menjadi pintu masuk bagi 

pembaca untuk memahami alasan penelitian dilakukan dan apa 

yang ingin dicapai. Latar belakang menyajikan konteks yang 

melatarbelakangi penelitian,rumusan masalah menjabarkan 

permasalahan yang ingin dipecahkan, tujuan menjelaskan 

tujuan penelitian, manfaat memberikan gambaran manfaat dari 

penelitian, dan batasan penelitian menyebutkan batasan-batasan 

penelitian. 
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BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini, penulis menyajikan teori-teori yang relevan 

dengan topik penelitian dan menjelaskan konsep-konsep dasar 

yang mendukung penelitian. Kerangka pemikiran juga disusun 

sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menganalisis 

data. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara rinci metode yang 

digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, 

sumber data, dan teknik pengumpulan dan analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian dan 

menganalisis temuan penelitian berdasarkan kajian teori dan 

kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain 

itu, bagian ini juga dilengkapi dengan tabel, grafik, atau 

diagram yang memperjelas hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan berdasarkan 

hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya. 

Selain itu, penulis juga memberikan saran untuk penelitian 
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selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait dengan topik 

penelitian. 

 Dengan demikian, sistematika penulisan yang terstruktur dan sistematis 

dapat membantu pembaca memahami dengan jelas dan mudah informasi yang 

disampaikan dalam penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya dengan judul Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara 

Cerai Talak Terhadap hak Istri dan Anak ditinjau Berdasarkan PERMA 

Nomor 3 Tahun 2017 dan Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak) maka penulis 

dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2017 Pasal 6 huruf (b) dan huruf (c) tentang kewajiban suami 

dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak di Pengadilan Agama 

Siak Sri Indrapura dapat dikatakan sudah berjalan namun belum 

sepenuhnya, karena hakim tidak menggunakan hak ex officio secara murni.  

Sebagai bentuk penerapannya yaitu dengan Perma No.1 tahun 2017 

tentang prosedur  mediasi di Pengadilan, kedua pihak diarahkan untuk 

melakukan proses mediasi dan  membuat kesepakatan kemudian hakim 

tinggal menghukum suami untuk mentaati isi  kesepakatan di ruang 

mediasi. 

2. Implikasi putusan Hakim Verstek pada perkara cerai talak dengan nomor 

register perkara: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak, yaitu dalam praktiknya 

putusan verstek menimbulkan hilangnya hak-hak istri yang seharusnya 

dipenuhi oleh suaminya. Putusan verstek adalah aturan yang telah 
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ditetapkan dalam undang-undang, yang mana apabila salah satu pihak 

yang berperkara tidak menghadiri panggilan persidangan, dan dari pihak 

Pengadilan sudah memanggil para pihak secara resmi dan patut. Maka 

Putusan dalam perkara cerai talak akan dijatuhkan setelah seorang istri 

atau tergugat dipanggil secara resmi dan patut oleh pengadilan, namun 

tidak pernah datang di muka sidang, Maka jika disimpulkan apabila 

tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, secara otomatis hak-haknya 

akan hilang, karena ketentuan tentang sebuah hak yang akan didapat istri, 

baik berhubungan tentang jenis maupun besar kecilnya uang mut'ah 

dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama setempat yang harus 

dihadiri oleh kedua belah pihak selama persidangan berlangsung. 

3. Perspektif hukum islam mengenai putusan verstek pada perkara ini yang 

menyebabkan pihak termohon tidak mendapatkan hak-haknya sudah 

sejalan dengan prinsip hukum islam, hal ini senada dengan pendapat ahli 

fiqih dalam kitab ahkamul Quran juz 2 halaman 45 yang kemudian 

diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi: 

هو ظالم لا حق لهّن دعي الى حاكم ّن حكام الهسلمين فلن يجب ف   

Artinya: “barang siapa yang dipanggil untuk menghadap kepada hakim 

muslim, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang 

yang zalim dan gugurlah haknya" 

 

Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam 

pandangan syara tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu 

perceraian merupakan jalan terbaikkedamaian sebagaimana yang 
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disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat an-nisa ayat 031َ  yang 

berbunyi: 

نْ عَتَهِ وَكََنََللّٰهوَُاعِتًاحَكِيْمًا ّ ِّ ُ لًُّام  كاَ يغُْنِ الّلٰ َّتَفَرَّ  وَاِنْ ي

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan 

kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah 

Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana.” 

 

B. Saran 

1. Penegakan Hakim menggunakan hak ex officio secara Penuh, Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura perlu meningkatkan penegakan hakim untuk 

menggunakan hak ex officio secara penuh dalam memastikan kewajiban 

suami dalam memenuhi hak mantan istri. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pelatihan dan supervisi yang lebih intensif terhadap hakim-hakim agar 

mereka memahami dan menerapkan secara konsisten ketentuan Pasal 6 

huruf (b) dan (c) Perma No. 3 Tahun 2017. 

2. Perluasan pemahaman tentang Implikasi putusan verstek terhadap hak 

istri, di perlukan pemahaman yang lebih luas terhadap implikasi putusan 

verstek dalam perkara cerai talak, terutama terkait dengan hak-hak istri 

yang seharusnya dipenuhi oleh suami. Pengadilan Agama perlu mengkaji 

ulang prosedur yang diterapkan dalam putusan verstek dan memastikan 

bahwa hak-hak istri tidak terlupakan atau terabaikan tanpa kehadiran yang 

sah di pengadilan. 
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3. Pemahaman hukum Islam bagi pihak yang terlibat, terdapat kebutuhan 

untuk meningkatkan pemahaman hukum Islam terkait perkawinan dan 

perceraian bagi pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut, baik 

suami, istri, maupun hakim. Pendidikan dan penyuluhan tentang prinsip-

prinsip hukum Islam yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam 

perkawinan serta konsekuensi dari putusan verstek dapat membantu 

mencegah ketidakadilan dan memastikan pemahaman yang lebih baik 

tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses 

perceraian menurut syariah. 
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melanjutkan studi Tsanawiyah ke Pondok Pesantren Darul Furqon, kemudian 

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kundur . 

Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum , Jurusan Hukum Keluarga (ahwal 

syakhsiyyah). 

“mboh yo opo carane kudu iso.” berbekal motto hidup inilah penulis resmi 

menjadi mahasiswa akademik. Pada semester VI (enam) penulis melaksanakan 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) desa Suak Merambai, Kecamatan Bunga Raya, 

Kabupaten Siak. Dan Program Pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama 

Siak Sri Indrapura. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari 

keluarga tercinta, dan teman-teman serta Dosen Penasehat Akademik ibu 

Mardiana, M.A, dan pembimbing Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy dan Ahmad Fauzi, 

S.H.I.,M.A. Dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: 

“Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Hak 

Istri Dan Anak Ditinjau Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahaun 2017 (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/ Pdt. G/ 2023/ PA. Sak)” 

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya 

penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) 

 


